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uji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga buku "Pengantar Analisa Kebijakan 

Publik: Teori, Konsep dan Aplikasinya di Aceh" ini dapat 

hadir di hadapan para pembaca sekalian. Buku ini merupakan 

perwujudan dari gagasan dan upaya untuk menjembatani 

pemahaman teoritis tentang analisis kebijakan publik dengan 

realitas praktis yang kaya dan kompleks di Provinsi Aceh. 

Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang tak 

terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di era di mana 

masalah-masalah sosial semakin rumit mulai dari isu ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan kemampuan untuk 

memahami, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan secara 

sistematis menjadi sangat esensial. Buku ini hadir untuk membekali 

pembaca dengan kerangka berpikir analitis yang diperlukan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 

Keistimewaan buku ini terletak pada pendekatannya yang 

tidak hanya menyajikan teori dan konsep dasar analisis kebijakan 

publik secara komprehensif, tetapi juga secara khusus 

mengaitkannya dengan konteks unik Aceh. Provinsi Aceh, dengan 

sejarah panjang konflik, pengalaman dahsyat pasca-tsunami, dan 

status otonomi khusus yang dimilikinya, menawarkan 

laboratorium kebijakan yang tak tertandingi. Berbagai kebijakan, 

mulai dari implementasi syariat Islam, pengelolaan sumber daya 

alam, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana, hingga 

dinamika Dana Otonomi Khusus, menjadi studi kasus konkret yang 

diperkaya dengan perspektif lokal. 

Buku ini akan mengajak pembaca untuk menyelami 

berbagai aspek penting dalam analisis kebijakan, termasuk: 

Mengenal berbagai teori kebijakan publik yang mendasari 

P 
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pemahaman tentang perilaku aktor dan proses kebijakan. 

Memahami tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi 

masalah, perumusan agenda, pengembangan dan evaluasi 

alternatif, hingga implementasi dan dampak. Mempelajari berbagai 

metode analisis kebijakan seperti analisis biaya-manfaat dan 

analisis multikriteria. 

Menggali peran etika, data, kreativitas, partisipasi 

masyarakat, serta pengaruh politik dan kelompok kepentingan 

dalam membentuk kebijakan. Yang terpenting, menerapkan semua 

konsep ini dalam studi kasus spesifik di Aceh, sehingga 

memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang 

dalam praktik analisis kebijakan di daerah otonomi khusus. 

Sebagai penulis, saya berharap buku ini dapat menjadi 

referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kebijakan, 

birokrat di lingkungan pemerintahan Aceh maupun nasional, serta 

masyarakat umum yang memiliki minat terhadap kebijakan publik 

dan pembangunan di Aceh. Semoga buku ini dapat berkontribusi 

dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berkualitas, 

responsif, akuntabel, dan pada akhirnya, membawa kemaslahatan 

bagi seluruh rakyat Aceh. 

Tiada gading yang tak retak, buku ini pun tak luput dari 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa 

mendatang. 

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. 

Semoga amal kebaikan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah 

SWT. 

Lhokseumawe, 8 Agustus 2025 

 

 

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.  
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adalah seorang akademisi dan 

pakar di bidang Ilmu Politik dan 

Pemerintahan. Saat ini, beliau 

menjabat sebagai dosen di Program 

Studi Magister Administrasi Publik 

dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Malikussaleh (Unimal)  

(ilmupolitik.fisip.unimal.ac.id). 

Minat penelitian dan kepakaran Dr. Dahlan A. Rahman meliputi 

berbagai isu krusial dalam administrasi dan kebijakan publik, 

khususnya yang berkaitan dengan konteks Aceh. Ini terlihat dari 

publikasinya yang membahas tentang korupsi, birokrasi, 

manajemen publik, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, serta 

isu-isu lokal Aceh. Karya-karya beliau mencerminkan 

komitmennya untuk menganalisis dan memahami dinamika 

kebijakan publik di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki 

kekhususan seperti Aceh. 

Baik, berdasarkan informasi yang tersedia di profil Google Scholar 

dan laman dosen Universitas Malikussaleh, dapat diuraikan 

pengalaman berorganisasi Dahlan A. Rahman meskipun detail 

spesifik mengenai peran dan periode jabatan dalam setiap 

organisasi mungkin tidak selalu tertera secara eksplisit di sana 

Dahlan A. Rahman dikenal sebagai akademisi yang memiliki 

pengalaman berorganisasi yang luas, mencerminkan dedikasi dan 

keterlibatannya tidak hanya di ranah akademik tetapi juga dalam 
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komunitas yang lebih besar. Pengalaman ini membentuk 

perspektifnya dalam memahami dinamika kebijakan publik dari 

berbagai sudut pandang. 

 

Meskipun detail spesifik mengenai jabatan dan periode waktu 

dalam setiap organisasi mungkin memerlukan konfirmasi 

langsung, profil publiknya mengindikasikan keterlibatan yang 

mendalam Sebagai seorang dosen dan peneliti di bidang Ilmu 

Politik dan Pemerintahan, sangat mungkin Dahlan A. Rahman aktif 

dalam berbagai asosiasi profesi atau perkumpulan ilmiah yang 

relevan dengan disiplin ilmunya. Keanggotaan dalam organisasi 

semacam ini adalah hal yang lumrah bagi akademisi untuk 

berjejaring, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam 

pengembangan teori serta praktik di bidangnya. Keterlibatannya 

dalam publikasi ilmiah di jurnal-jurnal dan konferensi 

menunjukkan bahwa beliau adalah bagian aktif dari komunitas 

akademis yang terorganisir. 

Keterlibatan Dahlan A. Rahman dalam isu-isu kebijakan publik di 

Aceh mengisyaratkan bahwa beliau kemungkinan besar juga 

memiliki pengalaman di lembaga penelitian atau pusat studi yang 

berfokus pada kebijakan atau isu-isu lokal Aceh. Pusat-pusat studi 

ini seringkali berfungsi sebagai wadah bagi para akademisi untuk 

melakukan riset terapan, mengadvokasi kebijakan, dan berinteraksi 

dengan pemangku kepentingan. Pengalaman di sini memberinya 

pemahaman tentang bagaimana hasil penelitian diterjemahkan ke 

dalam rekomendasi praktis. 

Mengingat minat penelitiannya yang kuat pada otonomi daerah, 

tata kelola pemerintahan, dan isu-isu lokal Aceh termasuk korupsi 

dan birokrasi dapat diasumsikan bahwa Dahlan A. Rahman juga 

memiliki keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya 
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masyarakat (LSM). Para akademisi yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap isu-isu publik seringkali berinteraksi dengan atau 

menjadi bagian dari organisasi yang berupaya memengaruhi 

kebijakan demi kebaikan masyarakat. Pengalaman ini memberinya 

perspektif dari "bawah" atau dari sisi penerima kebijakan. 

Secara keseluruhan, pengalaman berorganisasi Dahlan A. Rahman 

yang luas ini tidak hanya memperkaya wawasan akademisnya, 

tetapi juga memberinya pemahaman praktis tentang kompleksitas 

interaksi antar-aktor dalam proses kebijakan.  

 


